BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Tengah dalam pemindahan pendidik profesional Sekolah Menengah
Kejuruan di Kota Semarang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam
melakukan fungsinya untuk melakukan pemindahan pendidik sesuai
dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan fungsinya dengan optimal.
Hal tersebut dilihat dari realisasi fungsinya tersebut seperti contohnya
melakukan koordinasi , pemetaan maupun sosialiasi dengan instansi-
instansi terkait sepert contohnya Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Cabang Dinas. Sehingga, hal tersebut dapat
memberikan dampak baik bagi pemindahan pendidik profesional di
Kota Semarang dengan dibuktikan adanya meratanya pendidik

profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang.
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2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik profesional
Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang

Bahwa dalam hal ini terdapat kebutuhan guru di bidang-bidang
keahlian SMK yang tidak merata. Dapat diketahui bahwa bidang
keahlian dengan jumlah peminat siswa paling banyak adalah bidang
Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta
Bisnis dan Manajemen. Sedangkan, kebutuhan guru yang masih
banyak dibutuhkan atau dalam hal ini terjadi kekurangan guru terdapat
di ketiga bidang keahlian itu pula. Menurut Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bahwa salah satu faktor yang
menyebabkan kebutuhan guru tidak merata tersebut dikarenakan
kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ijazah atau
latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Serta,
ketidakmerataan mengenai kebutuhan guru tersebut akan berakibat
pula kepada beban jam mengajar kepada guru.

3. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
dalam mengatasi permasalahan mengenai pemindahan pendidik
profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
melakukan mutasi guru supaya kebutuhan guru kejuruan dapat lebih
merata serta para guru dapat memenuhi beban jam mengajar guru.

Sehingga, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mendapatkan
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penghasilan diatas kebutuhan standar sebagaimana yang dituankan di
dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen.

B. Saran

1.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan
sosialisasi atau dengan menggunakan metode personal kepada
pendidik-pendidik SMK di Kota Semarang untuk memenuhi
kualifikasi akademik, kompetensi serta untuk melakukan sertifikasi
pendidik.

Untuk memenuhi jumlah kebutuhan guru kejuruan maka sebaiknya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengajukan
kepada gubernur Provinsi Jawa Tengah mengenai kebutuhan guru pada
setiap unit sekolah dengan jumlah guru serta mata pelajaran yang
dibutuhkan agar sekiranya pemerintah daerah dapat mengajukan
kepada pemerintah pusat untuk segera dilakukan pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru sehingga kebutuhan guru kejuruan

terpenuhi.
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